
 

 
 

BUPATI MAMUJU 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

PERATURAN BUPATI MAMUJU 

NOMOR   11  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 18 TAHUN 2020 

TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA 

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI MAMUJU, 

Menimbang:     a.  bahwa untuk melaksanakan amanah Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 440/7183/ST tanggal 21 Desember 

tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan 

Corona Virus Disease 2019 varian omicron dan penegakan 

penggunaan aplikasi peduli lindungi, maka Peraturan 

Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu 

diubah; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam 

Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

 

Mengingat :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 



 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 



 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 3447); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2020 tentang 

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020       

Nomor 256); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular 

Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 



 

Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 503); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Menteri  

Dalam  Negeri   Nomor   120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease (COVID-19); 

18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 

Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala 

Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah; 

20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/ST 

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penaggulangan 

Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta 

Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi; 

21. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka 

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019   

(Covid-19). 

 

 



 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapakan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 18 TAHUN 2020 

TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU 

DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS 

DISEASE 2019 (COVID-19). 

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru 

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 

2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) 

ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 4 

(1) AKB ini dilakukan pada sektor atau bidang penting 

seperti rumah ibadah, pasar atau pertokoan, mall, 

perkantoran, Satuan Pendidikan, Hotel, Restoran, 

Rumah makan dan tempat umum lainnya. 

(2) AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa 

berjalan secara efektif jika penduduk mentaati dan 

konsisten dalam melakukan protokol kesehatan yaitu: 

a. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan 

sabun atau menggunakan pembersih tangan (hand 

sanitizer); 

b. menggunakan masker;  

c. menjaga jarak secara fisik (physical distancing); 

d. mengurangi mobilitas; 

e. menghindari kerumunan; 

f. menerapkan testing, tracing, dan treatment. 

(3) Untuk mengurangi risiko penularan COVID 19 varian 

Omicron untuk memperhatikan: 

a. ventilasi udara; 



 

b. durasi interaksi; dan 

c. jarak interaksi.  

 

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 13A 

Untuk pengendalian dan pengawasan AKB perlu 

mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi 

dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi 

PeduliLindungi pada tempat publik diantaranya: 

a. tempat umum; 

b. fasilitas hiburan; 

c. pusat perbelanjaan; 

d. rumah makan atau restoran; dan  

e. tempat wisata. 

 

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Setiap orang atau penanggungjawab tempat kegiatan 

atau perkantoran wajib mematuhi ketentuan 

pelaksanaan AKB. 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi 

administratif. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri dari: 

a. teguran lisan; 

b. peringatan; 

c. catatan kepolisian terhadap para pelanggar; 

d. pembatasan, penghentian atau pembubaran 

kegiatan;  

e. izin tidak diperpanjang; dan 

f. pencabutan sementara atau tetap izin operasional. 

 



 

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 16 

Perangkat Daerah teknis melaporkan kepada Bupati 

mengenai: 

a. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKB; dan 

b. upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 

varian Omicron  dalam wilayah Kabupaten Mamuju. 

 

 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju. 

 
Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal  1 Maret 2022 
 
BUPATI MAMUJU, 
 
        Cap/ttd 
 
SITTI SUTINAH SUHARDI 

 
Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal   1  Maret 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, 
 

Cap/ttd 
 
SUAIB 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 11 
 
 



 

 


